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  ABSTRAK  - Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta 
Manajemen Kebutuhan, rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap 
ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional ditetapkan oleh Menteri 
Perhubungan, dan dalam rangka mendukung kelancaran, keamanan, 
keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan tol di 
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dilaksanakan kegiatan 
manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam bentuk penyediaan lajur khusus untuk 
angkutan umum di jalan tol. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 38 Tahun 2004; 
UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2005; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 55 
Tahun 2012; PP No. 80 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 
2014; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 
Tahun 2015. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Lajur Khusus 
Angkutan Umum untuk Mobil Bus pada Jalan Tol di wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, dan Bekasi meliputi penggunaan untuk lajur khusus angkutan 
umum menggunakan mobil bus. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Oktober 2017 
dan ditetapkan tanggal 2 Oktober 2017. 
 

    
 

    
 


